SKRIPSI
AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI DESA SALO KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR

Disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar

Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau

v
-
'
=
"
"
' A
2]
[
LA

Oleh:
MELVA INDRI AYU SIMARMATA

185310995

PROGRAM STUDI AKUNTANSI S1
FAKULTA EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2022



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jalan Kaharudin Nasution No. 113 Perhentian Marpoyan
Telp. (0761) 674674 Fax: (0761) 6748834 Pekanbaru 28284

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
Nama
NPM
Fakultas
Jurusan
Judul Sknips

NETy] Wejs] SejisJaAIuN ﬂHBﬂBlSl’ldJﬂd
MUA disay yejepe un udwnyo(g

Dr. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA




nery wesy sejisidAmu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

NPM
Hanv'Tanggal

Judul Penclitia intabiht 1 ] g Alokasi Dana

Tim Penguji aondd Tangan
1. Yusrawan, §

Siska, D . M.Si Ak, CA

Mengatahui:
Ketua Prodi Studs Akuntansi St
2
s
Siska, Dr., § A



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia - Kode Pos: 28284
Telp. 462 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www il ac,id Email: info@uir ac.id
KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022

F.A.3.10

NI'M ISS310995
Nama Mahasiswa MELVAINDRI AYUSIMARMATA

Dasen Pembimbing

Program Swdi

Judul Tugas Akl D) Di Desa Salo
™hdul Tugas Akhit } Allocation (ADD) in Salo
i Bahasa lnggris)
= i

lﬁ.cmlm Ke
. %0 Hari/Tanggal Paraf Dosen
Bimbingan Pembimbing
Somus, 30 September 2021 d
bu, 17 November 2021 /

ﬁﬁ. 18 Febuari 2022
—

=

Rabu, 23 Febuarn 2022 Skripsi - ¢

Pekanbaru,
| I"” ,II """II "I”III Wakil Dekan VKetua Departemen/Ketua Prodi
MTGTMZEWOTK1 /_%2

( Dr. Siska, SE, MSi, Ak, CA)

Catotay -

1. Lama bimbingan Tugis Akhur/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2 m‘ hasus dibawa setiap kali berkonsultass dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali schiup memasuki semester bars melalui

3 Saran dan koreksi dan pembimbing hanus ditulis dan diparaf oleh pembimbing

4. Sctelah sknipsi disetujui (ACC) olch pembimbing, kart ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan 1/ Kepala departemen/Ketua prodi

5. Kartu kendali bimbingan asti yang telah ditandatangani diserabkan kepada Ketua Program Studi dan kopiaanya dilampirkan pada skopsi.

6. Jika jumlah pertemuan pada Kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, Kartu bimbingan ini dapat dr download kembali melalui SIKAD

m———— RS S = ~ - ST




S
1]
H

=
=
[~ ]
=),
v}
<3
=]
o
=
=
=A
<
1°
5
7]
;I-
=
1
—
2
e}
=
g
=

DI disay yepepe jup udwnyo(

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
F AKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI / MEJA HJAU

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Riau No:

328/KPTS/FE-UIR2022, Tanggnl 22 Maret 2022, Maka pada Hari Rabu 23 Maret 2022

dilaksanakan Ujian Oral Kompgehensive/Mcja Hmu Pto ur rjana Fakultas Ekonomi Dan

Bisnis Universitas Islam R n Akademis 20212022
Al

INama R

ANPM :

3 Program Studi = « :

4 Judul skripsi ' ebibites: it T nstiatans kasi Dana Desa
5.Tanggal ujian |

6.Waktu ujian
7. Tempat ujian
8.Lulus Yudici
9.Keterangan lain

Ketua

. : -
Wakil Dekan Bidang kad

Dosen penguji :
1. Dr. Hj. Siska, SE.

LD g f‘ = 2 2 ? ........... )
5. Samusi Aiyani, SEY Q.. o £ [T A—
Nonluanahmahmssakdmh SE., M.AK | ““ ..... M ........................... )

Pekanbaru, 23 Mare( 2022




SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 328 / Kpts/FE-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN DOSEN PENGUJI SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang ¢ 1. Bahwa untuk menyelesatkan studi Program Sarjana Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Islam Riau dilak sanakan  ujian skripsi / oral komprehensive sebagai tugas akhir
dan untuk itu perlu ditetapkan mabasiswa  yang telah memenuhi syarat untuk upian dimaksud

serta dosen penguji.

2. Bahwa penctapan mahasiswa yang memenuhi syarat dan penguji  mahasiswa yang bersangkutan

peclu ditetapk an surat keputusan Dekan,
Mengingat 1. Und
2, U |

S idikan Nasional

araan Pendidikan Tingg: dan

a) i
-E 6. P c ) (@U 6 entang Peraturan Dasar Univer-
= 7.8
21'_ &, 0. Pembangun
o o : AN auajcmct;l
= . | untansi S
E 'Jé' d. ; ditasi D.3 Akuntansi.
® 3 B 2 :
)
B S _
d E'Mcnclapkm 1My womi Ur ] i bawah ini,
— - .
s BD Na
g - NP
- = Prog .
wm = Judul Transp Pengelolaan Alokasi Dana Desa
;- e pEK ’ N alo Kabupateo Kampa
= .
g _g 2. Penguyini ve ma iri dari.
-
.m_l = NO Namf i Jabatan
& = 1 | Dr Hj Siska, SE., M.Si, ce o2 Ketua
E T 2 | Yusrawati, SE., M.Si muat ik Sckretarns
*1 3 | Sanusi Ariyanto, SE., MM cthodolog: Anggota
E 4 Penyajian Anggota
. b Bahasa Anggota
fsv] 6 | Halimahtussakdiah, SE , M. Ak.CA - Notulen
= 7 - Saksi 11
8 - Notulen
3. Laporan hasil upan serta berita acara telah disampaikan kepada pimpinan Universitas Islam Riau
selambat-lambatnya | (satu) minggu setelab ujian dilaksanakan.
4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan
akan segera diperbaiky sebagaimana mestinya.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan dengan
schak-baiknya. U



nery wesy sejisIdAu) ueeyeisndiag
DI disay yepepe jur udwnyo(

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
BERITA ACARA SEMINAR HASIL PENELITIAN SKRIPSI

Nama Melva Indn Ava Sumannata
NPM 0908
Jurusan | S
Judul Sknpsi lokast Dana Desa
K NI 11y
Han'l' .
Tempat < Nltrsthv :
Dosen Pembimbin -&‘N Ry, st
No : cterangan ,
I DrH. S ;
Dosen Pembahas / ] I - . N
- No A = T Keterangan
~ 1 Yusrawat, i ;_‘,t';’ ]
;1 2 | Sanusi Ari
Hasil Seminar : *) P ‘ \)
EKANBAR
1. Lulus
2. Lulus dengan
3. Tidak Lulus
- -
Mengetahw ‘ aru, 23 Maret 2022
An Dekan tua Prodi
7y
( £/ &
\ 5 RIS =
\\ * ‘:.QST'--{‘ ¢ * o~
- Nl 4
Dina Hidayat, SE., M.Si., Ak, CA\\ % , ~~—= o Dr. Hj. Siska, SE,, M.Si,, Ak., CA
Wakil Dekan | *Onow oA

*) Coret yang tidak perlu



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Alamat ; Jalan Kabaruddin Nst Km 11 No 113 M Pekanbars Telo 647647

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL

Nama Melva Indne Avu Simanmata
NPM ISS31000s
Judul Proposal Akumalnlnln\ Dan lllﬂ\[lllllll\l Pengelolaan Alokast Dana Desa

Pembimbing
Han Tanggal Semunar

Hasil Seminar diru
1 Judul

2 Permasalahan

3 Twuan Penchitan
4 Hipotesa

3 Vanabel vang diteh
@ Alat yang dipaka
Populasi dan sampel
Cara pengambilan sa
9 Sumber data

=20 .Cara memperoleh d
31 Teknik pengolahan
12 Daftar kepustakaan
=3

masalah

Teknik penyusunan
Kesimpulan tim sem

Tanda Tangan

Dr. H). Siska, SE., M.SRQ¥ L ey
Raja Ade Fitrasari. M, SESMIAG B —4E £ oo
Yolanda Pratami, SE., M.AK Angg Y —

1
2.
3

o

nery wesy sejisIdAmu) ueeyesndiag

*Coret yang tidak perlu

Mengetahui
An.Dekan Bidang Akademis

Pekanbaru, 29 Desember 2021
Sckretaris,

. Hj. Siska, SE., M.Si., Ak., CA

N
&

'"CI MNirmtmrdant Aameasarn fPAarmaOAanrmm Ay



nery wesy sejisIdAmu ueeyeisndiag

Tembusan : Disampaikan pada :

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Nomor: 1016/Kpts/FE-UIR/2021

TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA 81
DEKAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Membaca Surmt W Ketua Program Studi Akuntans 51 tanggal. 20211004 Tentang
Penunukan Dosen Pembambing Sknpst Mahasiswa
Monimbang W dalam mombanty Mahasiswa untuk monyum nhe sohingga mendoapat hasi
badk,  por dosen  pomb Z'-'. mambarikan  Lentangan
uoomhnya . siswa tesebut
Mengingat \ Nasonal
2
3 arn Penddican Tingg
Kl
5 LJ Tentang Paengangratan
6 Ketentuan Akademix
7 ng Pembimbing tugss
&
=
e
=
=
n
Wenetapkan - 1 agai pembimbing dalam
: No. ian Keterangan
B 1. | Or. Hj. Sigk : 1l B > - Pembimbing
= 2 ] |
B
-
E’F
=
- st Pengelolaan Alokasi Dana
= ® Kecamatan Salo Kabupaten
= 3. Tugas Pemb Tpec ' pUlWSan Rektor Universitas Islam Riau
. Nomor : 598 P TS/201 i Tugas Akhir Mahasiswa Program
Diploma dan Sarja
4.  Dalam pelaksana bi an Usul dan Saran dan Forum Seminar
Proposal, kepada Dosen . ool kan Honorarium sesual dengan ketentuan yang
berlaku di Universitas Islam Ri®
5. Keputusan ini mulai berlaku pada nggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali,

Kutipan . disampaikan kepada Ybs uniuk dilaksanakan sebaik-baiknya

an di. Pekanbaru
gel 07 ox?peczom

1. Kepada Yth, Ketua Program Studi EP Manajemen dan Akuntansi
2. Arsip Flle : SK.Dekan Kmi Haj



SR YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

-
oY ‘—\x\.—o. '3‘;\&.‘.”@
- -
. A A VA -
NO : rpoyan. Peakanbary sy . Indones
2 T8 674834 I man NV aC W Websites www s00 s

. -
Sans

Ketua Program (Y fas Eko s Islam Riau

Program Stud

Dinyatakan sudah memengl:
sctiap subbab naskah Skeinsi yan s clah :
Surat Keterangan i digtnal g arat he sun keterangan bebas
pustaka
Demikian surat ketera

nery wesy sejisIdAu) ueeyeisndidg
I dis1y yejepE Ul udmnyjoq

ol Dintndail danaan PamCrnannar



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya menyatakan skripsi yang berjudul:
AKuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di
Desa Salo Kematan Salo Kabupaten Kampar

Tw, 05 April 2022
beri pernyataan,

AN disay yepepe jur udwnyo(

&
-

nery wejysy sejsaAm ueeyeisndiog




ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan
Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Salo
Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif. Hasil dari penelitian ini yaitu desa salo tidak akuntabel karena hanya
memenuhi sebagian  indikator.. saja yaitu..perencanaan,. penatausahaan, dan
pertanggungjawaban. Dalam pencatatan desa salo menggunakan SISKUEDES.
Dalam pelaksanaan desa salo belum sesuai dengan PERMENDAGRI No. 20
Tahun 2018 dimana penerimaan dan pengeluaran tidak dilakukan melalui
rekening kas desa melainkan_menggunakan buku.cek dan tidak memiliki rekening
kas desa. Dalam pelaporan betum sesuai karena kepala desa tidak menggabungkan
seluruh laporan pada minggu kedua bulan juli karena adanya keterlambatan
pencairan dana dari pusat sehingga, desa salo terhalang dalam pengelolaan
keuangan desa yang mengakibatkan rencana penggunaan dana desa tidak sesuai
dengan rencana pelaksanaan APBDes. Dalam Transparansi desa salo sudah cukup
transparan namun ada beberapa aspek yang harus lebih diperhatikan lagi yaitu,
terkait penyediaan media informasi maupun papan informasi yang memuat
informasi tentang kegiatan yang sedang dijalankan oleh™ desa dalam hal
pengalokasian dana desa yang mudah diakses atau dilihat oleh masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi

ABSTRACT

The purpose of .this-study js| ta Find- out how the<implementation of
Accountability and Transparency in the Management of Village Fund Allocations
in Salo Village, Salo District, Kampar Regency. This study uses a qualitative
method. The results of this study are that the village of Salo is not accountable
because it only fulfills'some of the.indicators, namely_planning, administration,
and accountability. In recording the village of Sale.using SISKUEDES. In the
implementation of the ‘willage™ of Salo,, 1t%iS not in accordance with
PERMENDAGRI No. 20 0f'2018 where Tecelpts and expenditures are not made
through the village treasury account but use a check book and do not have a
village treasury account. Reporting was not appropriate because the village head
did not combine all reports in the second week of July due to a delay in disbursing
funds from the center so that the village of Salo was hindered in managing village
finances which resulted in the plan to use village funds not in accordance with the
APBDes implementation plan. In terms of transparency, the village of Salo is
transparent enough, but there are several aspects that must be paid more attention
to, namely, related to the provision of information media and information boards
that contain information about activities being carried out by the village in terms
of the allocation of village funds that are easily accessible or seen by the
community.

Keywords: Accountability, Transparency
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan good government governance (tata kelola

prinsip dasar
mme (UNDP)
responsiveness,

accountability,

dengan berkembangnya akuntansi di pemerintahan dibutuhkan adanya
akuntanbilitas publik dan juga transparansi terhadap penggunaan dana-dana
masyarakat yang dikelola oleh pemerintah termaksud dana-dana yang

dialokasikan pada desa (Barat & Merangin, n.d.).
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Dalam akuntansi pemerintah dibutuhkan adanya akuntanbilitas
maupun transparansi dimana, berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah

(2010) akuntabilitas merupakan suau pertanggungjawaban dalam pengelolaan
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dan pelaporan kinerja pemerintah.

Dalam pengeloaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)
terdapat tuntutan atas adanya transparansi dan akuntabilitas yang besar
terhadap pengelolaan keuangan daerah, dengan tetap memperhatikan asas
keadilan, kepatuhan dan manfaat kepada masyarakat. Pada kondisi ini,

masyarakat dipandang bukan sekedar objek pembangunan namun sebagai
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objek dan juga subjek pembangunan sehingga, masyarakat harus dibatkan
dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (MUSRENBANGDES)

sebagai bentuk dalam mewujudkan prinsip transparansi. Dalam

mengel

kesadarz

(Undang- Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Pasal 18).

Beberapa peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian terdahulu
tentang Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa seperti Hariatih
dan Sukardi (2020) melakukan penelitian pada Desa Sondo Kecamatan

Monta Kabupaten Bim dengan hasil penelitian bahwa Desa Sondo telah
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melakukan transparansi dan juga akuntabilitas yang sesuai dengan peraturan
yang ada.

Malumperas (2021) melakukan penelitian pada Desa Bowongkali,

tentang
penelitian yang

menguji tingkat

tersebut berjalan sesuai standar ketentuan yang berlaku yaitu Permendagri
No. 20 Tahun 2018.

Desa Salo merupakan desa yang berada di Kecamatan Salo,
Kabupaten Kampar dengan memiliki jumlah penduduk sebanyak 6.612 orang.

Pada tahun 2020 Desa Salo menerima pendapatan transfer Rp.

1.779.306.174,00 dengan Mengalokasikan dana terhadap ADD vyaitu Rp.



670.458.900,00. Sedangkan pada tahun 2021 Desa Salo menerima
pendapatan transfer Rp. 2.153.455.29,00 dengan mengalokasikan dana
terhadap ADD sebesar Rp. 645.152.300,00. Dengan besarnya dana yang
diterima oleh<desa, peneliti..ingin meneliti apakah alokasi dana desa telah
sesuai dan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi guna
menciptakan good governance:.

Fenomena masalah yang ditemui oleh peneliti pada tahap survei awal
di Desa Salo ini bahwa pada Desa Salo belum terdapat sarana informasi yang
menyediakan informasi mengenai kas masuk dan juga kas keluar dan juga
tentang kegiatan apa saja yang sedang dijalankan oleh desa dalam hal
pengalokasian dana desa. Pada saat survei awal yang dilakukan oleh peneliti
dan juga wawancara singkat kepada Kepala Desa Salo, mengatakan bahwa
Desa Salo telah membuat baliho sebagai media informasi-kepada masyarakat
namun, baliho yang ada tidak dapat bertahan lama disebabkan oleh kondisi
alam, sehingga peneliti maupun masyarakat tidak dapat melihat laporan
pertanggungjawaban yang disediakan oleh desa, dan juga pihak desa tidak
melakukan pembaharuan: terhadap.media informasi tersebut (baliho).

Berdasarkan fenomena yang ditemukan pada saat survei awal ini
peneliti ingin mengetahui lebih dalam lagi bagaimana pelaksanaan prinsip
Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Aslokasi Dana Desa Di Desa
Salo. Sehingga pada penelitian kali ini peneliti akan melakukan penelitian
yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana

Desa (ADD) di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.
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1.2 Rumusan Masalah
Dengan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan

masalah sebagai berikut:

asi Dana Desa Pada

2 Desa Pada

+WNNE\N:
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Hasil dari penelitian ini peneliti berharap bahwa hasil dari penelitian
ini dapat memberikan sumbangan pikiran dan manfaat untuk:
1. Pemerintah
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran

mengenai bagaimana pelaksanaan alokasi dana desa yang ada di desa
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salo, dan sebagai informasi tambahan bagi pemerintah desa, kabupaten,

dan juga pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

2. Masyarakat

ntabilitas dan

Transpar : : Kecamatan Salo

yaitu:
BAB |
Bab | ini membahas latar belakang masalah yang berisi
tentang arti penting dari dilakukannya penilitian, tentang
apa yang sedang diteliti, dan untuk apa penelitian ini
dilakukan. Sehingga dari permasalahan yang ditemui dapat
membuat suatu rumusan masalah, tujuan penelitian dan apa

saja manfaat yang akan diperoleh dari penelitian, serta
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BAB Il

bagaimana sistematika penulisan dalam pembuatan
proposal ini.

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Bab IV ini membahas tentang gambaran umum tentang
objek penelitian, hasil penelitian serta pembahasan yang
berisikan jawaban dari masalah-masalah yang ada dalam

penelitian ini.
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN
Bab V membahas tentang kesimpulan dari keseluruhan isi

penelitian yang dilakukan serta memberikan saran terhadap
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TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1 Telaah Pustaka

atu  bentuk

hadap pencapaian

dan efisien dalam
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UNDP memberikan Kkarakteristik good governance, Vaitu

(Mardismo: 2021: 23-24):

1. Participation, maksudnya bahwa setiap warga memiliki hak suara dalam

kesempatan dalam meningkatkan ataupun menjaga kesejahteraan

mereka.

7. Effectiveness and Efficiency, dimana setiap proses maupun lembaga
dapat menghasilkan apa yang telah digariskan menggunakan sumber-

sumber yang telah ada sebaik-baiknya.
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8. Accountability, dimana setiap pembuat keputusan pada pemerintahan

sector swasta dan masyarakat bertanggungjawab kepada masyarakat dan

lembaga-lembaga stakeholder.

ntansi sektor,

akuntability. (

gariskan. Institusi dari

1. State (pemerintahan)
2. Private (sector swasta/ dunia usaha)

3. Society (masyarakat)
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2.1.2 Akuntabilitas
Suatu  kewajiban dalam memberikan  pertanggungjawaban,

menyajikan, melaporkan serta mengungkapkan segala sesuatu tentang

aktivitas me ang gjawab pengambilan

“h“\“ .9‘ h dan hak

dapat

untuk

27), yaitu:
1. Akuntabilitas vertical (vertical accountability)
Pertanggungjawaban vertikal yaitu pertanggungjawaban terhadap
pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi contohnya,

pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) terhadap pemerintah daerah,
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pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, dan

pemerintah pusat terhadap DPR.

2. Akuntabilitas Horizontal (horizontal accountability)

kegiatan secara periodik kepada atasan.

2. Akuntabilitas eksternal, akuntabilitas ini dapat ditemukan
dalam lembaga negara sebagai suatu organisasi dalam
mempertanggungjawabkan segala kewajiban yang harus
dilaksanakan dan mengkomunikasikan kepada pihak-pihak

eksternal dan juga lingkungan.
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Tedapat empat dimensi akuntabilitas yang dapat dipenuhi oleh
organisasi sektor publik ( Mardiasmo, 2021: 28), yaitu:

1. Akuntabilitas  kejujuran  dan  Akuntabilitas  Hukum,

Kejujuran_..be hadap penghindaran

“\hm\“ .l‘g

0

\ N1V

T MM M

<>

ini  berkaitan terhadap
pertanggungjawaban pemerintah pusat ataupun daerah atas
kebijakan-kebijakan yang digunakan pemerintah terhdap DPR/

DPRD dan masyarakat luas.
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Indikator pengukuran akuntabilitas berdasarkan Permendagri No. 20

Tahun 2018:

Tabel 11.1

peréncanaan
ahun anggaran

akan penerimaan dan

1 kas desa pada bank
engan spesimen tanda
2
Indikator

No

“Penatausahaan keuangan dilakukan oleh kaur keuangan sebagai
1 | pelaksana fungsi kebendaharaan”.

“Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan
2 | pengeluaran dalam buku kas umum”.

“Pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhit tahun”.
3
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Tabel 11.4
Indikator Pelaporan

Indikator
No

“Kepala desa.menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester
1 | pertama kepada bupati/ wali kota.melalui camat”.

“Laporan terdiri atas laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi
2 | kegiatan”.

“Kepala desa menyusun laporan dengan menggabungkan seluruh laporan
3 | paling lambat minggu kedua bulanjuli tahun berjalan”™.

Tabel 11.5
Indikator Pertanggungjawaban

Indikator
No

“Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB
1 | Desa kepada bupati/ wali kota melalui camat setiap akhir tahun”.

“Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan
2 | setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan
desa’.

“Laporan pertanggungjawaban berisikan laporan keuangan yang terdiri
3 | dari laporan ralisasi-APB Desa dan-¢atatan atas laporan keuangan, laporan
realisasi kegiatan, daftarprogram- sektoral, program daerah dan program
lainnya yang masuk ke desa”.

2.1.3 Transparansi

Transparansi. yaitu = keterbukaan. pemerintah dalam membuat
kebijakan-kebijakan terkait “keuagan daerah agar dapat diketahui dan
diawasi oleh DPRD dan juga masyarakat (Mardiasmo, 2021: 48).
Transparansi memiliki tiga karekteristik yaitu: Informatif (informative),
Keterbukaan (Openness), Pengungkapan (Disclosure). “Dalam pasal 2 ayat
1 Peraturan Mentri Dalam Negeri (Permendagri) No. 20 Tahun 2018,
tentang pedoman pengelolaan keuangan desa dikatakan, keuangan desa

dikelola sesuai dengan asas transparan, akuntabel, partisipatif dan
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dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran”. Dengan diadakanya
transparansi dapat menjamin akses dan kebebasan terhadap setiap orang

agar mendapat informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan

informasi-informasi mengenai APBDesa secara transparan terhadap

masyarakat.

Prinsip transparansi diwujudkan dalam perencanaan pembangunan
desa  melalui MUSRENBANGDES  (Musyawarah  Perencanaan
Pembangunan Desa) yang melibatkan perangkat-perangkat desa, BPD

sebagai wakil masyarakat, LPMD (Lembaga Pemerdayaan Masyarakat)
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sebagai mitra dalam mengerjakan aktivitas-aktivitas fisik. Berdasarkan
PERMENDAGRI No 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Desa dikatakan ““ Kepala desa menyelenggarakan musyawarah perencanaan
pembangunan desa yang..diadakan_untuk membahas dan menyepakati
rancangan RKP Desa”

Indikator pengukuran transparansi menurut PERMENDAGRI No
114 Tahun 2014 dan PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018:

Tabel 11.6
Indikator Transparansi

Indikator
No

“Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada
1 | maasyarakat melalui media informasi”.

“Pembukuan arus kas masuk danarus kas keluar memuat semua informasi
2 | yang berisikan pengeluaran belanja atas beban APB Desa yang didukung
oleh bukti yang lengkap dan sah”.

“Kepala desa menyampaikan laporan,pertanggungjawaban realisasi APB
3 | Desa kepada bupatt/ wali kota-melalui camat setiap akhir tahun
anggaran’.

“Kepala desa meyelenggarakan MUSRENBANGDES untuk membahas
4 | dan menyepakati rancangan RKP Desa”

“Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh Pemerintah
5 | Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan.unsur masyarakat yang terdiri
dari: tokoh adat, tokoh agama, tokeh masyarakat, tokoh pendidikan, dll
yang disesuaikan dengan.kondisi sosisal budaya masyarakat”.

2.1.4 Desa
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47
Tahun 2015 pasal 1 menyatakan bahwa “desa yaitu desa dan desa adat atau
yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan
masyarakat umum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat
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setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak

tradisional yang diakui dan dihormat dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia”.

Tahun 2018 mengatan bahwa “keuangan desa dikelola berdasarkan asas
transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan
disiplin anggaran”. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 1 Ayat
6 dijelaskan bahwa keuangan desa yaitu semua hak maupun kewajiban desa
yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang

yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
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Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 Pasal 11 diterangkan bahwa
“pendapatan desa yaitu semua penerimaan desa dalam 1 tahun anggaran

yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan

an

dilatar belakangi dengs

lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Desa
menggambarkan itikad negara dalam memberikan otonomi yang luas
kepada desa, hal ini dapat dilihat pada pemilihan umum calon pemimpin
desa, anggaran desa, DPRD desa, serta pembuatan peraturan desa yang
mandiri. Dengan berlakunya otonomi yang luas diharapkan dapat menjadi

indikator untuk menunjukkan sejauh mana kemampuan dan kualitas
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pegelolaan pemerintahan yang berada dilevel terendah yaitu desa, jika

transparansi dan juga akuntabilitas didesa dapat terwujud, hal ini dapat

menjadi indikator tercapainya pembangunan nasional.

000 ( Lima ratus

(enam puluh

LTS

000 (lima ratus

us juta rupiah)

WsN)

puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% ( empat

puluh perseratus); dan

4. ADD yang berjumlah lebih dari Rp900.000.000 (Sembilan
ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000 (tiga ratus
enam puluh juta) sampai dengan paling banyak 30% (tiga

puluh perseratus)”



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

Di

Indonesia

lembaga yang bertugas

22

untuk melaksanakan

akuntabilitas dan transparansi keuangan negara adalah BPK, sesuai dengan

tugas yang diberikan, BPK-RI memiliki wewenang untuk melakukan tiga

Penulis Judul Hasil Penelitian | Perbedaan
dan Penelitian dan
Tahun persamaan
dengan
penelitian
terdahulu
Pinky Akuntanbilitas | Kualitatif | pemerintah Desa | Persamaan
Ayu dan deskriptif | Leminggir dengan
Budiarti | Transparansi sudah penelitian
(2020) pemerintah melaksanakan terdahulu ini
desa dalam prinsip adalah peneliti

pengelolaan

akuntabilitas

Sama-Sama
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alokasi  dana
desa leminggir
kecamatan
mojosari

Silvya
Yulianti
(2020)

pengelolaan
alokasi  dana
desa  bangun
mulya
kecamatan
waru
kabupaten
penajam paser
utara tahun
2018

dan transparansi
dimana dalam
tahap
perencanaan,
pelaksanaan

ingin
mengetahui
dan
menganalisis
penerapan
prinsip
akuntanbilitas

ntal ‘ﬁ' okasi Dana

2sa (ADD).

ini
dalah peneliti
: ini

113
sedangkan
peneliti saat ini

menggunakan
Permendagri
No. 20 Tahun
2018
: Persamaan
transparansi dengan
alokasi dana | penelitian
Desa  Bangun | terdahulu ini
Mulya adalah peneliti
Kecamatan sama-sama
Waru ingin
Kabupaten mengetahui
Penajam tentang prinsip
Penajam  Paser | transparansi
Utara yang | terhadap
terdapat di | pengelolaan
dalam RPJMD | Alokasi Dana
tahun 2018- | Desa (ADD).
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2024 untuk

tahun ini telah
terlaksana
dengan
transparansi

Perbedaannya
adalah peneliti
terdahulu  ini
hanya  ingin
mengetahui

bangai mana
prinsip

g juga

| transparansi

Kabupaten
Penajam  Paser
Utara.

erhadap

Masiyah
Kholmi
(2020)

Akuntabilitas
pengelolaan
alokasi  dana
desa: studi di
desa
kedungbetik
kecamatan
kesamben
Kabupaten

Kualitatif

Perencanaan dan
pelaksanaan
ADD di desa
kedungbetik
dapat dikatakan
akuntabel,
perencanaan
ADD didasarkan
usulan program

Persamaan
dengan
penelitian
terdahulu ini
adalah peneliti
sama-sama
ingin
mengetahui
tentang prinsip
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jombang

Michael
Hardi,
Hendrik
Manosso
h, Sonny
Pangerap
an

(2021)

kasus di d
bowongkali,
kecamatan
tabukan tengah
kabupaten
kepulauan
sangihe,
provinsi
Sulawesi
utara)

dari dusun dan
dievaluasi
melalui ~ forum
masyarakat
ditingkat desa.

akuntabilitas
terhadap
pengelolaan
Alokasi Dana
Desa (ADD).
Perbedaannya
adalah peneliti
erdahulu i
2 ingin

Akuntabilitas
dan juga
transparansi
terhadap
pengelolaan
ADD.

Bowongkali
sudah sangat
transparan  dan
dapat
dipertanggungja
wabkan  hanya
ada  beberapa
kendala dalam
proses
pelaksanaan
yang kadang
mengalami
keterlambatan

Persamaan
dengan
penelitian
terdahulu  ini
adalah peneliti
sama-sama
ingin
mengetahui
tentang prinsip
akuntabilitas
terhadap
pengelolaan
Alokasi Dana
Desa (ADD)
dengan
menggunakan
Permendagri
No. 20 Tahun
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Sukardi
(2020)

Kecamatan
Monta
Kabupaten
Bima

pencairan dana
dari pemerintah
daerah  namun

secara
keseluruhan

tersedianya
informasi  yang
memadai  pada
setiap proses
penyusunan dan
pelaksanaan
kebijakan
penggunaan
ADD, adanya
akses pada
informasi cukup
mudah

2018.
Perbedaannya
adalah peneliti
terdahulu  ini
hanya  ingin
mengetahui
bangai mana

Persamaan
dengan
penelitian
terdahulu ini
adalah peneliti
sama-sama
ingin
mengetahui
dan
menganalisis
penerapan
prinsip
akuntanbilitas
dan
transparansi
pemerintahan
dalam proses
pengelolaan
Alokasi Dana
Desa (ADD).
Perbedaan
dengan
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dijangkau, bebas
diperoleh  dan

tepat waktu
dalam

penggunaan

27ariff270r

kaitan  dengan
27arif
akuntabilitas
penggunaan
ADD, hasil
penelitian
menemukan,
bahwa prosedur
atau tata cara
Penggunaan
ADD sudah

penelitian

terdahulu  ini
adalah peneliti
terdahulu  ini
menggunakan
Permendagri
No. 8 tahun
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jelas,
persyaratan
penggunaan
ADD sudah
terbuka, satuan
kerja atau
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2.1.7 Kerangka Pemikiran

Desa Salo

Desa di Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar belum sesuai dengan
ketetapan pemerintah yang berlaku yaitu PERMENDAGRI No. 20 Tahun

2018.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

BAB I11
METODE PENELITIAN
3.1 Desain Penelitian

Desain dari penelitin ini menggunakan metode penelitian kualitatif

Penelitian ini dilakukan pada Desa Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten
Kampar. Objek dari penelitian ini adalah pemerintah desa yang berperan
dalam pengelolaan alokasi dana desa dan BPD sebagai lembaga perwakilan

masyarakat yang bertugas mengawasi kinerja dari pemerintah desa.

30
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3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.3.1 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas merupakan suatu proses pertanggungjawaban atas

“Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan
1 | pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank
yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota”.

“Rekening kas desa dibuat oleh pemerintah desa dengan spesimen tanda
2 | tangan kepala desa dan kaur keuangan”.
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Tabel 111.3
Indikator Penatausahaan

No

Indikator

kaur keuangan sebagai

penerimaan  dan

PB Desa semester

an laporan realisasi

an seluruh laporan

“Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan

2 | setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan
desa”.
“Laporan pertanggungjawaban berisikan laporan keuangan yang terdiri
3 | dari laporan ralisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, laporan

realisasi kegiatan, daftar program sektoral, program daerah dan program
lainnya yang masuk ke desa”.
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3.3.2 Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi yatu keterbukaan pemerintah dalam membuat
kebijakan-kebijakan terkait keuagan daerah agar dapat diketahui dan
diawasi oleh DPRD dan_juga masyarakat (Mardiasmo, 2021: 48).
Pemerintah desa diwajibkan untuk menyampaikan informasi-informasi
mengenai APBDesa secara-terbuka kepada masyarakat.

Indikator pengukuran transparansi sesuai dengan Permendagri No.
114 tahun 2014 dan Permendagri No. 20 Tahun 2018:

Tabel 111.6
Indikator Transparansi

Indikator
No

“Kepala desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada
1 | maasyarakat melalui media informasi”.

“Pembukuan arus kas masuk dan arus kas keluar memuat semua informasi
2 | yang berisikan pengeluaran belanja atas beban APB Desa yang didukung
oleh bukti yang lengkap /dan sab”.

“Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB
3 | Desa kepada bupati/ wali kota melalui camat setiap akhir tahun
anggaran’’.

“Kepala desa meyelenggarakan MUSRENBANGDES untuk membahas
4 | dan menyepakati rancangan RKP Desa”

“Musyawarah perencanaan pembangunan desa diikuti oleh Pemerintah
Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat yang terdiri
5 | dari: tokoh adat, tokohagama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dll
yang disesuaikan dengan kondisi sosisal budaya masyarakat”.

Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dapat
dikatakan akuntabilitas atau tidak akuntabilitas dan transparansi atau tidak
transparansi apabila susuai maupun tidak sesuai dengan indicator

berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018, dengan keterangan berikut:
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1. Sesuai (S)

2. Belum Sesuai (BS)

3. Belum Tejadi (BT)

JJJJJ

b. Kepala Saksi
c. Bendahara
3. Tokoh Masyarakat, untuk mengukur transparansi sebagai wujud
keterbukaan pemerintah kepada masyarakat yang terdiri dari:
a. Ketua RW

b. Ketua RT
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3.5 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Primer

kan peneliti secara

‘\“‘ .ea‘ i, BPD dan
I £ i bersumber

peneliti secara

diperoleh dari

dokumentasi yang akan dijelaskan sebagai berikut:
1. Wawacara

Teknik wawancara yang digunakan pada penelitian kualitatif

yaitu wawancara mendalam. Wawancara mendalam merupakan proses

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian, wawancara merupakan

alat re-cheking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan
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yang didapat sebelumnya dengan cara tanya jawab secara lansung

kepada informan.

2. Dokumen

ARG

= 2F
<
S
=
g
=
-

3.7.3 Penarikan Kesimpulan
Penarikan kesimpulan yaitu tahapan terakhir pada teknik analisis

data kualitatif, tahapan ini bermanfaat dalam menentukan makna dari data

dan informasi yang diperoleh dengan mencari persamaan, perbedaan dan
manarik kesimpulan sebagai jawaban dari setiap rumusan masalah yang

sedang diteliti.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

ian Salo dan termasuk

Gambar 4.1
Sumber: Desa Salo Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

37
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4.1.2 Visi dan Misi
1. Visi

“Kebersamaan dalam membangun demi Desa Salo yang lebih maju”

apan dari suatu niat

. Bersama masyarakat dan kelembagaan Desa memberdayakan masyarakat

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
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4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan
4.2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Salo

Kecamatan Salo Kabupaten Kampar

7
i
)
o
g

s

Perencanaan

Keterangan
Sesuai (S),
Belum Sesuai
(BS), Belum
Terjadi (BT)

keuangan desa merupaka pengelolaan desa
perencanaan penerimaan dan merupakan
pengeluaran  pemerintahan | Bendahara | penerimaan dan S
desa pada tahun anggaran pengeluaran
yang dianggarkan dalam pemerintah desa
APB Desa. yang dianggarkan

dalam APBDes
Sekretaris desa Sekretaris desa
mengoordinasikan mengoordinasikan
penyusunan rancangan APB penyusunan
Desa berdasarkan RKP Desa APBDes sesuai
tahun berkenaan dan | Sekretaris | RKPDes setiap S
pedoman penyusunan APB tahun
Desa yang diatur dengan
Peraturan Bupati/ Wali kota




nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

40

setiap tahun.
Rancangan APB Desa yang Rencana APB Desa
telah  disusun  merupakan merupakan bahan
bahan penyusunan peraturan | Bendahara | penyusunan S
desa tentang APB Desa. peraturan desa
tentang APB Desa

esuai  dengan

\é“-" ¢ “ |
-

[T]
=
[T]

an pengelolaan
pengeluaran
gogarkan dalam
adalah bahan

sekretaris desa

yang mengatakan bahwa aksanaan pengelolaan keuangan desa
merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui

rekening kas desa pada bank yang ditunjuk Bupati/ Wali Kota”.
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Tabel 4.2
Indikator Pengukuran Akuntabilitas Indikator Pelaksanaan

Keterangan
Sesuai (S),
Belum Sesuai
(BS), Belum
Terjadi (BT)

BS

BS

iy disay yejepe il udwnyo(]

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

pelaksanaan Alokasi Dane DD) Di Desa Salo Kecamatan Salo
Kabupaten Kampar dalam hal pelaksanaan belum sesuai dengan
PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 yang mana Penerimaan serta
pengeluaran desa tidak dilakukan melalui rekening kas desa melainkan
menggunakan buku cek untuk melakukan penarikan dana dan juga desa
salo tidak memiliki rekening kas desa yang berspesimen tanda tanggan

kepala desa dan juga kaur keuangan.
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Dalam PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 “penatausahaan

dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam

Keterangan
Sesuai (S),
Belum Sesuai
(BS), Belum
Terjadi (BT)

S

tahun. etiap akhir tahun
yang dapat dilita
pada:

Lampiran 2: Buku
kas umum 2020
Lampiran 3: Buku

kas umum 2021

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang

telah disajikan pada tabel 4.3 dapat dilihat bahwa untuk akuntabilitas

Penatausahaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Salo Kecamatan Salo
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Kabupaten Kampar dalam hal penatausahaan telah sesuai dengan

PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 dimana berdasarkan wawancara

yang dilakukan oleh peneliti bahwa penatausahaan keuangan dilakukan

Kepala desa menyamy
laporan pelaksanaan ,
Desa  semester  pertama

Keterangan
Sesuai (S),
Belum Sesuai
(BS), Belum
Terjadi (BT)

menyerahkan
laporan kepada

kepada bupati/ wali kota camat dan S
melalui camat. diteruskan kepada
PMD (Pemerintah
Pusat)
Laporan terdiri atas laporan Lampiran 4:
pelaksanaan APB Desa dan Laporan Realisasi
laporan realisasi kegiatan. Dokumen | Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan Dan S
Belanja Desa

Pemerintah  Desa
Salo tahun 2020
dan Lampiran 5:
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Laporan Realisasi
Pelaksanaan

Anggaran
Pendapatan Dan
Belanja Desa

Pemerintah  Desa

dana dari pusat kepada desa sehingga desa terhalang dalam melakukan
pengelolaan keuangan desa yang mengakibatkan rencana penggunaan dana
desa terhalang dan tidak sesuai dengan rencana pelaksanaan APBDes.
5. Pertanggungjawaban
Berdasarkan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 dalam hal

pertanggungjawaban ~ “Kepala ~ desa  menyampaikan  laporan
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pertanggungjawaban realisasi APB Desa kepada bupati/ wali kota
melalui camat setiap akhir tahun”.

Tabel 4.5

Indikator Peng ran Akuntabilitas Indikater Pertanggungjawaban

,—L‘._L
“" Keterangan
< esuai (S),
b Belum Sesuai
(BS), Belum
z Terjadi (BT)
¥ o
il ” S
i
. »™
ﬁ S
?'f a
an des
yang
ralisasi
catatan
keuangan, S
kegiatan,

program lainnya ya 5:

ke desa. aporan Realisasi
Pelaksanaan
Anggaran
Pendapatan Dan
Belanja Desa
Pemerintah Desa
Salo
Lampiran 6:

Laporan Realisasi
APB Desa 2020
Lampiran 7:
Laporan Realisasi
APB Desa 2021
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Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang
telah disajikan pada tabel 4.5 dapat dilihat bahwa untuk akuntabilitas
Pertanggungjawaban terhadap Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Salo
Kecamatan Salo Kabupaten Kampar,.dalam hal pertanggungjawaban telah
sesuai dengan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 dimana kepala desa
menyampaikan LPJ realisasi"APBD kepada camat 3 bulan setelah akhir
tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban dapat dilihat pada lampiran
4 dan 5 yang berisikan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Salo dan laporan realisasi
APB Desa.

Berdasarkan Indikator-indikator pengukuran akuntabilitas yang telah
disajikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal Akuntabilitas
Desa salo dapat dikatakan tidak akuntabel karena tidak memenuhi indikator-
indikator yang sesuai dengan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018. Desa
salo hanya memenuhi indikator perencanaan, penatausahaan, dan juga
pertanggungjawaban. Namun, untuk akuntabilitas pelaksanaan Alokasi
Dana Desa (ADD) Di Desa.Salo'Kecamatan Salo Kabupaten Kampar dalam
hal pelaksanaan belum sesuai dengan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018
dimana penerimaan dan pengeluaran desa tidak dilakukan melalui rekening
kas desa melainkan menggunakan buku cek untuk melakukan penarikan
dana dan juga desa salo tidak memiliki rekening kas desa yang berspesimen
tanda tanggan kepala desa dan juga kaur keuangan, desa salo hanya

memiliki buku cek saja yang dapat dilihat pada lampiran 1.
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Dalam hal pelaporan desa salo juga tidak sesuai dengan

PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 dimana dalam penyusunan laporan

realisasi pemerintah desa tidak dapat menggabungkan seluruh laporan pada

na desa (ADD)

14 Tahun 2014

pengukuran
Keterangan
N Sesuai (S),
0 Belum Sesuai
(BS), Belum

Terjadi (BT)

“Kepala desa menyampaikan Kepala desa
1 |informasi mengenai APB | Kepala Desa | menginformasikan
Desa kepada maasyarakat Tokoh APBD kepada

melalui media informasi”. Masyarakat | masyarakat namun, S
baliho yang ada
tidak dapat
bertahan lama
disebabkan oleh
kondisi alam,

sehingga  peneliti
dan juga sebagian
masyarakat belum
dapat melihat
laporan
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pertanggungjawaba
n yang disediakan
oleh desa, dan juga
pihak desa tidak
melakukan
pembaharuan
terhadap media
informasi tersebut
(baliho).

“Pembukuan arus kas masuk

Pembukuan arus

dan arus kas keluar memuat<| | Bendahara! 5 .kas masuk dan
semua _Informasisyyang keluar berisikan
berisikan pengeluaran informasi  berupa
belanja atas beban APB Desa pengeluaran belanja
yang didukung oleh bukti dan didukung oleh
yang lengkap dan sah”. bukti

“Kepala desa menyampaikan Kepala desa
laporan pertanggungjawaban menyampaikan LPJ
realisasi APB Desa kepada | Kepala Desa | realisasi APBD
bupati/ wali kota melalui kepada camat
camat setiap akhir tahun

anggaran’.

“Kepala desa Kepala desa
meyelenggarakan Kepala Desa | menyelenggarakan
MUSRENBANGDES untuk | Tokoh Musyawarah
membahas dan menyepakati | Masyarakat | Rerencanaan
rancangan RKP Desa” Pembangunan Desa
“Musyawarah  perencanaan MUSRENBANGD
pembangunan desa diikuti ES diikuti. oleh
oleh Pemerintah Desa, Badan perangkat desa dan
Permusyawaratan Desa, dan | Kepala Desa | juga unsur
unsur  masyarakat  yang | Tokoh masyarakat, ketua
terdiri dari: tokoh adat, tokoh | Mayarakat RT dan juga ketua

agama, tokoh masyarakat,
tokoh pendidikan, dIl yang
disesuaikan dengan kondisi
sosisal budaya masyarakat”.

RW.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti yang

telah disajikan pada tabel 4.6 dapat dilihat bahwa untuk transparansi

terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Salo Kecamatan

Salo Kabupaten Kampar telah sesuai dengan PERMENDAGRI No. 114

Tahun 2014 dan juga PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 dimana kepala
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desa menginformasikan kepada masyarakat megenai APB Desa dengan
menggunkan media informasi seperti baliho dan di pajang tepat didepan

kantor desa., kepala desa juga mengadakan MUSRENBANGDES dan

«anNlE®
2

tersebut (baliho).
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Gambar 4.2
Sumber: Desa Salo Kecamtan Salo Kabupaten Kampar

Berdasarkan indikator pengukuran transparansi yang telah disajikan
diatas maka dapat disimpulkan bahwa desa salo terhadap pengelolaan
Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dikatakan cukup transparan. Namun,
dalam penyediaan media /pertanggungjawaban pemerintah terhadap
pengelolaan ADD peneliti dan juga sebagian masyarakat belum dapat
melihat laporan pertanggungjawaban yang disediakan oleh desa, dan juga
pihak desa tidak “melakukan  pembaharuan  terhadap media informasi
tersebut (baliho) serta tidak adanya papan informasi/ sarana informasi yang
menyediakan informasi mengenai kas masuk dan juga kas keluar dan juga
tentang kegiatan apa saja yang sedang dijalankan oleh desa dalam hal

pengalokasian dana desa.
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BAB V
KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti maka dapat

paten Kampar belum

.0@ . slum  sesuai

perencanaan,
menggunakan

g terjadi pada

A L LY

Desa (ADD)

sesuai dengan

b U

dilihat pada lampiran 1.

Dalam hal penyusunan laporan realisasi pemerintah desa juga tidak
sesuai dengan PERMENDAGRI No 20 Tahun 2018 dimana, kepala desa
salo tidak dapat menggabungkan seluruh laporan pada minggu kedua bulan
juli yang disebabkan oleh adanya keterlambatan pencairan dana dari pusat

sehingga desa salo terhalang dalam hal pengelolaan keuangan desa yang

51
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mengakibatkan rencana penggunaan dana desa terhalang dan tidak sesuai
dengan rencana pelaksanaan APBDes.

Sedangkan dalam hal transparansi Pemerintah desa salo sudah cukup

bih diperhatikan lagi

H\H&\“ .eso )rmasi yang

oleh

5.2 Saran

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).
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